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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku 

perkosaan dalam rumah tangga  dan untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum 

terhadap anak kandung korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian dalam 

penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian 

kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada 

studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan 

hukum yang ada dan berlaku.   

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak 

pidana perkosaan, maka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP 

misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288.. Sedangkan sanksi untuk perbuatan 

perkosaan terhadap anak  dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau 

denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 2 terkait 

ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari 

kekerasan dalam rumah tangga. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah 

dalam usaha perlindungan anak diatur pasal 21 sampai 24 Undang-Undang No 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak yakni: 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap 

anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan 

bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) 

Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 

3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan 

hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab 

terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; 
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PENDAHULUAN 

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban diatas, 

dimaksudkan adalah  tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap 

anak kandungnya. Orang tua yang penulis maksudkan adalah laki-laki dan wanita yang 

terikat kepada suatu perkawinan yang syah dan melahirkan seorang anak (wanita ). Orang 

tua tersebut dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental 

terhadap keturunannya agar si anak memiliki kepribadian yang mapan dan mampu 

mengembangkan ide-ide yang ada padanya secara positif dan terarah, serta mandiri dalam 

sikapnya. Tetapi antara harapan dan kenyataan tidaklah selalu sama, sebab ternyata ada 

orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya malah lebih 

jauh lagi telah menjerumuskan kehidupan masa depan anaknya dengan jalan melakukan 

tindak pidana perkosaan. 

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari kejahatan. Anak 

kerap kali menjadi korban tindak pidana pencabulan atau perkosaan dan tak jarang pula 

yang menjadi pelakunya adalah orang dekat dari korban itu sendiri. Anak memiliki hak 

untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi 

kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap 

kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang 

dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. 

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam 

peraturan perundangundangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin 

terwujudnya perlindungan hak-hak anak.
1
 

Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan 

perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di 

luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun.”
2
 Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus 

terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan 

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

Korban perkosaan khususnya yang dialami oleh anak dapat mengalami akibat yang 

sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang 

dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput 

dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual 

(PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.
3
 Perkosaan dapat menimbulkan dampat negatif 

bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbanya masih di bawah umur (anak-anak) 
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baik secara social maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan 

jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan 

menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. 

Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik 

maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan 

dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada 

perilaku seksual.
4
 

 

PEMBAHASAN 

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam 

penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan 

putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya 

perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.
5
  

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke 

Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalarn Kitab Undang-

Undang Hukurn Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan 

(Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasat 

285) yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena 

melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".  

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak 

hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa 

malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban 

merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika 

melaporkan kejadian tersebut kepada poiisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi 

perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses 

penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan 

masyarakat.  

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemerkosaan, yaitu:
6
 

1. Sadictic rape (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk 

kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan 

seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.  

2. Anger rape, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana 

menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban 

seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, 

kelemahan, frustasi, dan kekecewaan hidupnya.  
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3. Domination rape, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukan 

kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan 

utama pemakhlukan seksual.  

4. Seductive rape, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan 

kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman 

personal, dan sampai batas-batas tettentu bersikap permissive (membolehkan) perilaku 

pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku 

beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan  tanpa itu 

dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.  

5. Exploitation rape, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau 

situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara 

ekonomi dan sosial.  

Pada umumnya penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan lebih banyak 

mengalami kesulitan daripada proses penyelesaian tindak pidana yang lain, misalnya 

tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda. Hal ini dikarenakan banyak korban 

perkosaan seringkali tidak langsung melaporkan peristwa perkosaan yang dialaminya, 

tetapi baru dilaporkan setelah beberapa saat atau beberapa hari dilakukannya perkosaan 

tersebut terhadap dirinya karena adanya faktor malu dalam diri sendiri maupun dari 

keluarga jika peristiwa itu diketahui orang banyak atau masyarakat umum terlebih lagi 

apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat 

dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhikebutuhan hidupnya. 

Akan tetapi hal ini akan sangat menyulitkan bagi para pihak yang berwajib untuk proses 

pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari 

tindak pidana perkosaan tersebut. 

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, 

tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan 

atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan 

tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak 

sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, 

seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) 

disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan 

perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut domestic violence 

(kekerasan domestik).
7
  

Berdasarkan ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan 

anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di 

Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami 

lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. 

Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), 

prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai 

                                                             
7 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis 

Viktimologis, Jakarta : Sinar Grafika,. 2010, hlm. 1   



pandangan anak.
8
 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasaan dan diskriminasi”. 

 

KESIMPULAN 

Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung merupakan salah satu dari bentuk 

perbuatan yang melawan hukum dan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana 

kesusilaan sehingga hukum pidana berperan dalam menyelesaikan tindak pidana 

perkosaan terhadap anak kandung tersebut dan bagaimana hukum pidana mencari 

kebenaran fakta hukum dari peristiwa tersebut. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku 

tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan, maka dapat dijerat dengan 

pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, 

Pasal 288. Apabila tindak pidana perkosaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam 

pasal-pasal tentang perkosaan dalam KUHP maka dapat dijerat dengan peraturan hukum 

lain di luar KUHP  yang mana ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

Sedangkan sanksi untuk perbuatan perkosaan terhadap anak  dalam rumah tangga diatur 

didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling 

lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah). Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan 

dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak 

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu 

dungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Pasal 21 dan 25 dalam Undang-Undang  ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan 

dan tanggung jawab terhadap anak.  

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup 

keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan 

hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi 

dan korban. berdasarkan ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut 

dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum 

di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Hal yang harus dipahami lagi 

untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak.  
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